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Abstract 
The study aims at finding out and analyzing the implementation of policies on ticketing 
management in Bora Hot Spring, the tourism object of Sigi Regency. The main theory as the 
reference of this study is the Implementation of Policy by Edward III who looks at policy 
implementation focusing on  4 aspects, those are; (1) the aspect of communication, (2) the aspect 
of resources, (3) the aspect of disposition  and (4) the aspects of bureaucratic structure. The 
research method uses a qualitative descriptive approach. The location of this study is located in 
Bora Hot Springs, the tourism object of Sigi Regency involving 7 selected purposevely informers. 
Data collection is conducted using Interactive model by Miles and Huberman. Based on the results 
of the study, the implementation of ticket management policies on the Bora Hot Springs Tourism 
object is still not optimal. It could be seen from the 4 aspects in measuring the policy 
implementation by Edward III, there one aspect that wa still inadequate, namely the aspect of 
human resources, where it was inadequate in terms of quality aspect, it was seen from the existence 
of personal interests by some people that did not impose to ticket payment, regarding to facilities 
and infrastructure resources in which need to be improved, as well as the budgetary resources that 
still need to be incrased so that ticket management for Bora Hot Springs can be managed 
optimally. 




Objek wisata merupakan salah satu 
sumber penghasilan daerah, oleh karena itu 
perlu di kelola dengan baik. Salah satu pihak 
yang memiliki kewenangan mengelola objek 
wisata adalah Dinas Kepariwisataan, seperti 
halnya mengeluarkan kebijakan yang 
mengenai langsung untuk mengatasi masalah 
pembangunan pariwisata di Kabupaten Sigi. 
Kebijakan-kebijakan yang di maksudkan 
adalah sebuah kebijakan yang berkaitan 
dengan pembangunan pariwisata sehingga 
objek-objek wisata yang ada dapat di 
kembangkan oleh pemerintah dengan baik 
dan strategi-strategi dan tindakan-tindakan, 
atau rencana-rencana untuk mengatasi 
masalah pembangunan pariwisata di 
Kabupaten Sigi yang berjumlah 5 destinasi 
yaitu objek wisata air panas Bora, Paralayang 
Matantimati, Mantikolore, Danau Lindu, 
Panggrahan Kulawi. 
Jadi pemerintah dalam mempertahankan 
keberlanjutan pembangunan kepariwisataan 
maka di perlukan perhatian dari pemerintah 
Provinsi Sulawesi Tengah  terlebih Khusus 
Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten 
Sigi. Untuk mempertahankan maka 
dirumuskanlah strategi pengembangan yaitu 
strategi pengembangan produk, strategi 
pengembangan ketataruangan, strategi 
pengembangan fasilitas wisata, strategi 
pengembangan infrastruktur, strategi 
pengembangan pasar dan pemasaran, strategi 
pengembangan investasi, strategi 
pengembangan kelembagaan, strategi 
pengembangan SDM, strategi pengembangan 
pengelolaan lingkungan, strategi 
pengembangan sumberdaya budaya. Strategi 
inilah membutuhkan kemampuan sumber 
daya manusia untuk berkolaborasi 
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mensukseskan objek wisata yang dimiliki 
oleh suatu daerah antara lain Objek wisata air 
panas yang berlokasi di Desa Bora, 
Kecamatan Sigi Biromaru, Ibu Kota 
Kabupaten Sigi sangat mudah di jangkau baik 
menggunakan kendaraan roda dua maupun 
roda empat. 20 km jarak tempuh 
menggunakan kendaraan roda dua dan empat 
dari Palu, Ibukota Propinsi Sulawesi Tengah. 
Sepanjang perjalanan menuju Air Panas Bora 
ini, pengunjung akan disuguhi pemandangan 
alam yang indah khas pegunungan yang 
membuat rileks seketika.   
Obyek Wisata Air Panas Bora 
merupakan obyek wisata kesehatan. Banyak 
pengunjung yang memanfaatkan Air Panas 
Bora untuk berendam sekaligus terapi 
kesehatan. Selain mendatangkan kesenangan, 
mandi air panas juga mempunyai banyak 
khasiat, salah satunya adalah mampu 
mengobati berbagai penyakit dalam, seperti 
asam urat, stroke, dan kolesterol. Wajar jika 
di akhir pekan, objek wisata Pemandian Air 
Panas Bora kerap diramaikan oleh para 
wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. 
Obyek wisata Air Panas Bora juga 
menyediakan fasilitas 9 Cottage, 1 Gedung 
Petemuan dan 1 Gedung Kesenian yang 
dilengkapi AC dan Sound System yang dapat 
digunakan untuk melaksanakan kegiatan 
seperti workshop, pelatihan dan lain-lain. 
Pengunjung lokasi Obyek wisata Air panas 
Bora dapat menikmati fasilitas Sauna, Pijat 
Tradisional, untuk kebugaran tubuh. Obyek 
Wisata Air Panas Bora juga memiliki Kolam 
renang air dingin serta fasilitas Outbond. 
Gazebo-Gazebo disiapkan untuk pengunjung 
beristirahat, Panggung Kesenian untuk 
pagelaran seni, Kantin yang menyediakan 
makan tradisional, dan sarana Flying Fox 
untuk pengunjung yang ingin menguji nyali.  
Objek wisata Air Panas Bora patut 
untuk dikelola dengan baik, karena 
pengunjung semakin banyak di objek wisata 
tersebut kisaran 8159/Tahun di Tahun 2017 
yang berasal dari berbagai daerah atau manca 
negara. Tamu-tamu tersebut ada yang 
menggunakan roda empat dan ada yang 
menggunakan roda dua bahkan ada yang 
berjalan kaki. Sebagaimana yang tertuang 
dalam Peraturan Daerah No.9 Tahun 2012 
Harga karcis per orang Rp.3500. Sehingga 
untuk mengetahui implementasi kebijakan 
pengelolaan karcis peneliti melihat jumlah 
pnngunjung dalam setahun yaitu 8.159 orang. 
Jika harga karcis 3500 di kali 8.159 orang 
sama dengan Rp. 28.556.500. Konstribusi 
karcis inilah yang dapat menunjang 
keberlanjutan pembangunan objek wisata 
tersebut adalah pembayaran karcis bagi 
pengunjung. Ini menunjukkan bahwa potensi 
objek wisata Bora sangat besar untuk 
meningkatkan pendapatan asli daerah dan 
dapat menunjang pembangunan di segala 
bidang khususnya pembangunan objek wisata 
di Kabupaten Sigi secara maksimal.  
Dunn (2000:608) menjelaskan bahwa 
ketika hasil kebijakan pada kenyataannya 
mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut 
memberi sumbangan pada tujuan dan sasaran. 
Namun demikian konstribusi retribusi objek 
wisata di Kabupaten Sigi belum mampu 
memberikan peningkatan pendapatan asli 
daerah secara signifikan. Hal ini dapat dilihat 
dari kondisi pengelolaan objek wisata, target 
pemerintah 30 jt /tahun, namun realisasi rata-
rata 28.556.500/tahun. Untuk itu perlu 
dilakukan analisis mengapa implementasi 
kebijakan pengelolaan karcis di objek wisata 




Penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif deskriptif. Dimana tujuan utama 
dari penelitian ini adalah untuk memahami 
secara mendalam terhadap fenomena yang 
dijadikan sasaran penelitian, yakni 
implementasi kebijakan tentang pengelolaan 
karcis Objek Wisata Pemandian Air Panas 
Bora di Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi. 
Lokasi penelitian ini dilakukan di Objek 
Wisata Pemandian Air Panas Bora Kabupaten 
Sigi. Penentuan informan dilakukan secara 
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Purposive dengan pertimbangan, bahwa 
penelitian ini membutuhkan Informan yang 
bersumber dari Implementor yaitu: (1) Staf 
Dinas pariwisata ; (2) Staf Pemerintah 
Daerah; dan (3) Masyarakat. 
Adapun data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif. 
Untuk sumber data dalam penelitian terdapat 
dua sumber data yaitu : 
a. Sumber data primer, yaitu data yang 
langsung dikumpulkan oleh peneliti dari 
sumber pertama. 
b. Sumber data sekunder, yaitu data yang 
langsung dikumpulkan oleh peneliti 
sebagai penunjang dari sumber pertama, 
dapat juga dikatakan data yang tersusun 
dalam bentuk dokumen-dokumen. 
Dalam penelitian ini digunakan pula 
beberapa teknik pengumpulan data yang 
meliputi Observasi, Wawancara dan 
Dokumentasi, yang kemudian hasilnya akan 
dianalisis dengan menggunakan motode 
analisis kulitatif yaitu Model Analisis 
Interaksi oleh Miles dan Huberman 
(1992:18). 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 Untuk mengetahui mengapa 
implementasi kebijakan pengelolaan karcis di 
objek wisata Bora belum maksimal, dapat 
dilakukan analisis dengan menggunakan 4 
aspek sebagai alat ukur yang penting dalam 
mencapai keberhasilan implementasi 
kebijakan, yaitu:  komunikasi, sumberdaya, 
disposisi dan struktur birokrasi (Edward III). 
 
1. Komunikasi 
Implementasi merupakan suatu proses 
dari kebijakan publik yang krusial, sebab pada 
proses inilah suatu bentuk tindakan (action) 
untuk mencapai tujuan kebijakan itu 
diselenggarakan. Pada tahap Implementasi 
Kebijakan ini memiliki aspek-aspek yang 
dapat dijadikan sebagai faktor penentu 
keberhasilannya, salah satunya adalah aspek 
komunikasi. Komunikasi tersebut diartikan 
sebagai suatu “proses penyampaian informasi 
komunikator kepada komunikan”. Alo 
Liliweri (2003: 4). 
Komunikasi merupakan proses 
penyampaian informasi dari komunikator 
kepada komunikan. Sementara itu, 
komunikasi kebijakan berarti merupakan 
proses penyampaian informasi kebijakan dari 
pembuat kebijakan (policy makers) kepada 
pelaksana kebijakan (policy implementors) 
(Widodo, 2011:97). 
Berdasarkan pengertian di atas dapat 
dilihat bahwa komunikasi merupakan faktor 
yang sangat penting sebagaimana yang 
dikemukakan oleh  Anwar Arifin (2000:5) 
yang menjelaskan bahwa Komunikasi 
merupakan faktor penting karena berkaitan 
dengan penyampaian informasi, ide, 
keterampilan, peraturan dan lain-lain 
menggunakan sarana tertentu kepada pihak 
yang berhak menerimanya. Untuk itu 
implementasi kebijakan berjalan efektif 
apabila mereka yang melaksanakan keputusan 
juga mengetahui apa yang harus mereka 
lakukan. Komunikasi-komunikasi harus 
akurat dan haruslah jelas sehingga dapat 
dimengerti dengan cermat oleh implementor. 
Begitu pula dengan pengelolaan karcis di 
objek Wisata Pemandian Air Panas Bora 
Kabupaten Sigi sebagai salah satu wujud 
komunikasi haruslah dilakukan sosialisasi 
yang jelassehingga dapat dimengerti oleh 
berbagai pihak agar kemudian dapat 
diimplementasikan dengan baik. Sebagaimana 
Dra. Zulfianti selaku Staf di Pemerintah 
Daerah Kabupaten Sigi. Dari pernyataan 
bahwa: 
“Bentuk komunikasi ataupun sosialisasi yang 
berkaitan dengan pengelolaan karcis di 
tempat Wisata Pemandian Air Panas Bora ini 
sudah dilaksanakan yakni melalui dari pihak 
pariwisata mengkomunikasikan dengan 
pemerintah daerah, yang kemudian pada 
waktu itu dibuatkan perdanya, dan di 
sosialisasikan kepada masyarakat” 
(Wawancara bersama Dra. Zulfianti pada 
tanggal 4 Desember 2018). 
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Dari pernyataan tersebut dapat dilihat 
bahwa bentuk komunikasi terkait pengelolaan 
karcis di Pemandian Air Panas Bora berjalan 
secara vertikal dari pemerintah hingga ke 
masyarakat. Selain itu sosialisasi terkait 
pentingnya pengelolaan karcis dilakukan 
selain dalam ruang lingkup pemerintahan, 
sosialisasi juga sudah sampai pada 
masyarakat sebab masyarakatlah yang 
memang menjadi target kebijakan 
pengelolaan karcis oleh dinas pariwisata. Hal 
tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara 
terhadap masyarakat yang bernama Nurlaela. 
“Dulu yang masuk ke tempat pemandian itu 
gratis,  hanya bayar kalau misalnya mau 
menggunakan kamar mandi air panasnya 
atau vilanya, tetapi sekarang sudah bayar 
Rp.3.500, itu bagus juga sih, kan tidak 
seberapa, dan itu juga untuk kepentingan 
pembangunan tempat wisata dan kemajuan 
daerah kan” (Wawancara bersama Ny. 
Nurlaela pada tanggal 30 November 2018). 
Meskipun upaya yang dilakukan dalam 
komunikasi oleh pihak dinas pariwisata telah 
maksimal, namun masih adanya hambatan-
hambatan yang bersumber dari masyarakat 
sendiri sehingga masih perlu upaya lebih 
keras lagi dalam melaksanakan komunikasi 
dan sosialisasi terkait pentingnya kebijakan 
pengelolaan karcis khususnya di Pemandian 
Air Panas Bora Kabupaten Sigi sebab dengan 
pengelolaan karcis yang baik maka akan 
berdampak pada maksimalnya pendapatan 
khususnya dalam pendapatan daerah yang 
kemudian akan berdampak kepada 
pembangunan di daerah dan tempat wisata itu 
sendiri. Sebagaimana hasil wawancara 
bersama Ainar selaku Staf Dinas Pariwisata: 
“Sasaran kami terkait pengelolaan karcis ini 
adalah masyarakat, tetapi sampai detik ini 
apa yang kami ingin sampaikan mungkin 
belum sepenuhnya tersampaikan pada 
masyarakat buktinya masih adanya 
masyarakat yang menganggap tidak perlu 
menerapkan karcis yang berbayar, padahal 
karcis masuk di tempat wisata apabila 
diterapkan dan dikelola dengan baik oleh 
pemerintah, akan menambah pendapatan 
daerah dan sebagian juga bisa dikelola untuk 
perbaikan tempat wisata pemandian air 
panas Bora sehingga akan lebih menarik 
pengunjung dan masyarakat pun akan puas 
dengan fasilitasnya” (Wawancara bersama 
Ibu Ainar pada tanggal 27 November 2018). 
 
2. Sumber Daya 
Sumber daya manusia dalam organisasi 
sangat penting, sebagaimana Dessler (2004: 
13) mengemukakan bahwa pentingnya 
sumber daya manusia terletak pada 
kemampuan manusia untuk bereaksi positif 
terhadap sasaran pekerjaan atau kegiatan yang 
mengarah pada pencapaian tujuan organisasi. 
Dengan demikian faktor manusia merupakan 
faktor penentu bagi tercapainya tujuan 
organisasi secara efektif dan efisien sehingga 
dapat dikatakan bahwa keberhasilannya justru 
ditentukan oleh manusia (Sehingga berhasil 
tidaknya organisasi akan banyak ditentukan 
oleh keberhasilan individu-individu dalam 
menjalankan tugas yang diembannya. Oleh 
sebab itu patut disadari setiap perilaku 
pegawai dalam suatu instansi tidak boleh 
dibiarkan seenaknya dan dituntut harus sesuai 
dengan aturan maupun batasan yang ada. 
Salah satu staf Pemerintah Daerah Kabupaten 
Sigi, Dra. Zulfianti mengatakan bahwa 
Sumber Daya yang diperlukan dalam 
pengelolaan karcis di tempat wisata 
Pemandian Air Panas Bora sudah cukup 
memadai. 
“Kalau Sumber Daya Manusianya saya rasa 
sudah cukup memadai, tetapi memang masih 
perlu ditingkatkan profesionalitasnya dalam 
menjalankan tugas, agar lebih maksimal. 
Misalnya saja petugas yang ada di tempat 
wisata, terkadang masih pilih-pilih kasih 
dalam memberikan pembayaran karcis bagi 
pengunjung, kalau misalnya dia kenal atau 
keluarganya, biasanya diperkenankan untuk 
masuk tanpa membayar karcis masuk” 
(Wawancara bersama Dra. Zulfianti pada 
tanggal 4 Desember 2018). 
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Pernyataan dari informan tersebut dapat 
memastikan bahwa sumber daya sudah cukup 
memadai dalam hal kuantitas terkait 
implementasi kebijakan pengelolaan karcis di 
tempat pemandian air panas Bora, namun dari 
segi kualitas masih perlu ditingkatkan, 
terutama bagi sumber daya atau petugas yang 
ada di tempat wisata. Sedangkan untuk 
sumber daya non manusia, yang juga 
merupakan hal yang sangat penting, salah 
satunya terkait sarana dan prasarana, juga 
masih perlu adanya peningkatan. 
Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan 
kepada masyarakat: 
“Kalau menurut saya sarana dan 
prasarananya itu harus ditingkatkan, bisa 
berengkali tempat masuknya itu dikasi 
palang-palang begitu, kemudian ada pos-
posnya tapi yang bagus, sehingga memang 
kelihatan lebih profesional, lebih rapi dan 
kalau perlu dipasangkan cctv, supaya bisa 
dipantau kalau ada orang-orang yang tidak 
mau membayar, atau ada kecurangan dari 
penjaganya” (Wawancara bersama Bapak 
Efendi pada tanggal 7 Desember 2018).  
“Sarana dan prasarana masih ada yang perlu 
ditingkatkan yaitu karcisnya itu sendiri, 
dimana karcisnya itu akan lebih baik jika ada 
tulisan harganya, jadi pengunjung memang 
tahu pasti berapa yang harus di bayar, 
karena biasanya ada yang membayar 
Rp.2500,- ada juga yang membayar Rp.3500,-
, kan masih banyak masyarakat yang belum 
mengetahui berapa karcis masuk di tempat 
pemandian air panas itu, apalagi kalau ada 
yang keberatan, merasa bahwa hal tersebut 
tidak resmi, petugasnya juga bisa ragu-ragu 
dan akhirnya tidak bisa tegas soal 
pembayaran karcis itu” (Wawancara 
Bersama Ny. Nurlaela tanggal 30 November 
2018). 
Keinginan dari masyarakat yang merasa 
masih perlu ditingkatkannya sarana dan 
prasarana tidak sepaham dengan apa yang 
dirasakan oleh pemerintah baik dari 
pemerintah daerah maupun dari pihak dinas 
pariwisata setempat. Begitu pula untuk 
sumber daya anggaran. Sumberdaya anggaran 
ini juga penting, sebab tanpa adanya 
dukungan anggaran yang baik, maka sebuah 
kebijakan akan sulit untuk diimplementasikan 
secara maksimal. Untuk melihat aspek 
tersebut,  Ibu Ariati selaku staf di Dinas 
Pariwisata mengatakan bahwa: 
“setiap tahunnya itu kami memang mendapat 
jatah anggaran yang berubah-ubah setiap 
tahunnya, karena memang disesuaikan 
dengan kondisi kepariwisataan, dan juga 
pencapaian keberhasilan program pariwisata 
di tahun sebelumnya, tapi masing-masing 
dana sudah ada bagian dan perencanaannya, 
kalau untuk pengelolaan karcis ini menurut 
saya sudah cukuplah, walaupun jika 
ditambah lagi maka pasti akan lebih 
maksimalkan lagi” (Wawancara bersama Ibu 
Ariati pada tanggal 28 November 2018). 
Berdasarkan uraian yang dikemukakan 
oleh informan, dapat dilihat bahwa 
permasalahan sumber daya pada pengelolaan 
karcis di tempat wisata Pemandian Air Panas 
Bora adalah sumber daya sarana dan 
prasarana. Hal ini membuat implementasi 
kebijakan pengelolaan karcis di tempat wisata 
Pemandian Air Panas Bora menjadi kurang 
efektif, namun juga msih perlu peningkatan 
dalam sumber daya manusia dan keuangannya 
untuk menunjang keefektian implementasi 
kebijakan pengelolaan karcis di tempat wisata 
Pemandian Air Panas Bora, terlihat masih 
adanya kepentingan pribadi oleh beberapa 
pihak sehingga tidak memberlakukan 
pembayaran karcis yang mana hal tersebut, 
selain itu untuk sumber daya sarana dan 
prasarana masih perlu ditingkatkan, begitu 
pula dengan sumber daya anggaran yang 
masih perlu ditingkatkan agar pengelolaan 
karcis pada objek Wisata Pemandian Air 
Panas Bora dapat berjalan dengan maksimal. 
 
3. Disposisi 
Pemahaman tentang maksud umum dari 
suatu standar dan tujuan kebijakan adalah 
penting. Karena, bagaimanapun juga 
implementasi kebijakan yang berhasil, bisa 
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jadi gagal (frustated) ketika para pelaksana 
(officials), tidak sepenuhnya menyadari 
terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah 
disposisi para pelaksana (implementors) 
terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah 
disposisi para pelaksana (implementors) 
terhadap standar dan tujuan kebijakan juga 
merupakan hal yang “crucial”. Implementors 
mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan 
kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa 
yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van 
Mater dan Van Horn, 1974). Salah satu faktor 
yang mempengaruhi efektifitas implementasi 
kebijakan adalah sikap implementor. Jika 
implemetor setuju dengan bagian-bagian isi 
dari kebijakan maka mereka akan 
melaksanakan dengan senang hati tetapi jika 
pandangan mereka berbeda dengan pembuat 
kebijakan maka proses implementasi akan 
mengalami banyak masalah. 
Disposisi merupakan kemauan, 
keinginan dan kecendrungan para pelaku 
untuk melaksanakan kebijakan secara 
sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi 
tujuan kebijakan dapat terwujud.  
“Kami dari dulu memang menginginkan agar 
kebijakan terkait pengelolaan karcis ini 
segera diberlakukan, tetapi memang dulu itu 
masih sulit, karena fasilitasnya yang masih 
kurang dan areanya yang masih sempit, 
kemudian kami pemerntah daerah bersama 
masyarakat setempat berupaya untuk 
memperluas area pemandian air panas, 
kemudian kami berupaya untuk memperbaiki 
fasilitas dan menambah yang diperlukan 
sehingga memang tempat pemandian air 
panas itu layak untuk dijadikan tempat wisata 
bagi warga lokal hingga mancanegara, 
barulah kemudian dirumuskan perda terkait 
pengelolaan karcis di tempat itu karena 
menurut kami potensinya yang cukup besar, 
karena selain jadi tempat wisata, di Bora itu 
juga bisa menjadi tempat menyehatkan” 
(Wawancara bersama Bapak Rusdi pada 
tanggal 3 Desember 2018). 
Dari pernyataan Bapak Rusdi selaku 
Staf Pemerintah Daerah di atas menunjukkan 
sikap implementor yang setuju dengan 
kebijakan terkait pengelolaan karcis di tempat 
pemandian air panas Bora. Tidak hanya 
setuju, tetapi mereka juga memahami terkait 
isi dari kebijakan pengelolaan karcis di 
tempat pemandian air panas Bora. Sikap 
implementor yang baik dalam pelaksanaan 
kebijakan juga dirasakan oleh masyarakat. 
Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak 
Efendi: 
“Kalau menurut saya sikap implementor 
sudah baik, karena mereka memiliki tanggung 
jawab dengan membantu pengelolaan tempat 
wisata pemandian air panas bora ini” 
(Wawancara bersama Bapak Efendi pada 
tanggal 7 Desember 2018). 
Menecermati hasil wawancara 
informan, maka dapat dikatakan bahwa 
implementasi kebijaan pengelolaan karcis 
pada objek Wisata Pemandian Air Panas Bora 
dari aspek disposisi telah memadai. Dimana 
para implementor telah memiliki sikap yang 
baik terhadap kebijakan tersebut, dengan 
bersungguh-sungguh melaksanakan tugas dan 
perannya masing-masing yang mana dalam 
pelaksanaan kebijakan tersebut telah ada 
pembagian tugas masing-masing yang jelas. 
Intensitas dari respon. Hal ini dapat dilihat 
pada tingkat kemauan atau niat para pelaksana 
untuk melaksanakan kebijakan. 
 
4. Struktur Birokrasi 
Untuk melihat apakah birokrasi tersebut 
telah berjalan sesuai dengan semestinya, pusat 
studi kependudukan dan kebijakan 
Universitas Gajah mada 2002, 
mengemukakan bahwa hal tersebut dapat 
diukur/dinilai dari kinerja birokrasi pelayanan 
publik (Tachjan, 2008:141). 
Menurut Edward III, 2 (buah) 
karakteristik utama dari struktur birokrasi 
adalah prosedur-prosedur kerja standar (SOP 
= Standard Operating Procedures) dan 
fragmentasi. 
(1) Standard Operating Procedures 
(SOP). SOP dikembangkan sebagai 
respon internal terhadap keterbatasan 
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waktu dan sumber daya dari pelaksana 
dan keinginan untuk keseragaman 
dalam bekerjanya organisasi-
organisasi yang kompleks dan tersebar 
luas. SOP yang bersifat rutin didesain 
untuk situasi tipikal di masa lalu 
mungkin mengambat perubahan dalam 
kebijakan karena tidak sesuai dengan 
situasi atau program baru. SOP sangat 
mungkin menghalangi implementasi 
kebijakan-kebijakan baru yang 
membutuhkan cara-cara kerja baru 
atau tipe-tipe personil baru untuk 
mengimplementasikan kebijakan. 
Semakin besar kebijakan 
membutuhkan perubahan dalam cara-
cara yang rutin dari suatu organisasi, 
semakin besar probabilitas SOP 
menghambat implementasi (Edward 
III, 1980). 
(2) Fragmentasi. Fragmentasi berasal 
terutama dari tekanan-tekanan di luar 
unit-unit birokrasi, seperti komite-
komite legislatif, kelompok-kelompok 
kepentingan, pejabat-pejabat 
eksekutif, konstitusi Negara dan sifat 
kebijakan yang mempengaruhi 
organisasi birokrasi publik. 
Fragmentasi adalah penyebaran 
tanggung jawab terhadap suatu 
wilayah kebijakan di antara beberapa 
unit organisasi. “fragmentation is the 
dispersion of responsibility for a 
policy area among several 
organizational units.” (Edward III, 
1980). 
Struktur Birokrasi ini adalah faktor 
yang penting keempat yang dapat 
mempengaruhi suatu pelaksanaan dalam 
implementasi kebijakan. Meskipun sumber-
sumber untuk mengimplementasikan suatu 
kebijakan cukup dan para pelaksana 
(implementors) mengetahui apa dan 
bagaimana cara melakukannya, serta 
mempunyai keinginan untuk melakukannya, 
namun implementasi kebijakan bisa jadi 
masih belum efektif karena ketidak efisienan 
struktur birokrasi”. Informan yang bernama 
Bapak Rusdi selaku Staf Pemerintah Daerah 
memberikan pernyataan bahwa:  
“SOP terkait pengelolaan karcis di tempat 
pemandian air panas Bora itu sudah ada 
bersamaan dengan terbitnya perdanya, jadi 
kita tidak hilang arah pada saat akan mulai 
menerapkan kebijakan tersebut” (Wawancara 
bersama Bapak Rusdi pada tanggal 3 
Desember 2018). 
Pernyataan tersebut memberikan 
penjelasan bahwa SOP terkait pengelolaan 
karcis di tempat Pemandian Air Panas Bora 
telah ada dan telah kebijakan tersebut telah 
dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah 
ada. Selain itu apabila dilihat dari perilaku 
birokrasi di pemerintah daerah dan dinas 
pariwisata Kabupaten Sigi, telah memiliki 
struktur organisasi yang terarah dan berjalan 
dengan baik dalam pengelolaan karcis di 
tempat wisata Pemandian Air Panas Bora. Hal 
tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara 
bersama Dra.Zulfianti selaku staf di 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Sigi. 
“Struktur organisasi telah ada dan jelas 
terarah, mulai dari yang memutuskan 
kebijakan, pengawasan, pengelolaan di 
tingkat pemerintah hingga di tempat 
wisatanya” (Wawancara bersama Dra. 
Zulfianti pada tanggal 4 Desember 2018). 
Dari pernyataan di atas dapat dipastikan 
bahwa dalam pengelolaan karcis di tempat 
wisata Pemandian Air Panas Bora telah 
memiliki struktur birokrasi yang telah yang 
telah menjalankan masing-masing tugasnya 
sesuai dengan perannya masing-masing. 
Pernyataan yang serupa juga dikemukakan 
oleh Ibu Ainar selaku staf di Dinas 
Pariwisata. 
“Struktur organisasi yang digunakan pada 
pengelolaan karcis menurut saya sudah 
sangat efisien, hal itu dapat dilihat dengan 
evaluasi kinerja yang baik” (Wawancara 
bersama Ibu Ainar pada tanggal 27 
November 2018). 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan 
beberapa informan, dapat diambil kesimpulan 
bahwa implementasi kebijakan pengelolaan 
karcis pada objek Wisata Pemandian Air 
Panas Bora dari aspek struktur birokrasi  juga 
telah baik. Dimana struktur birokrasi telah 
terbentuk, dan telah berjalan sesuai struktur 
birokrasi tersebut. Selain itu dalam 
pelaksanaannya struktur birokrasi juga telah 
berjalan sesuai dengan SOP yang telah ada. 
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah 
dibahas, maka dapat diambil kesimpulan 
bahwa implementasi kebijakan pengelolaan 
karcis pada objek Wisata Pemandian Air 
Panas Bora telah berjalan dengan baik namun 
masih belum maksimal. Hal tersebut dapat 
dilihat dari 4 aspek dalam mengukur 
implementasi kebijakan, terdapat satu aspek 
yang masih belum memadai, yaitu aspek 
sumber daya masyarakat itu sendiri yang 
masih kurang memiliki kesadaran akan 
pentingnya pengelolaan karcis, terlihat adanya 
kepentingan pribadi oleh beberapa pihak 
sehingga tidak memberlakukan pembayaran 
karcis, sumber daya sarana dan prasarana 
dengan sumber daya anggaran yang masih 
perlu ditingkatkan agar pengembangan objek 




Dari kesimpulan yang telah 
dikemukakan di atas maka peneliti 
mengajukan saran untuk Peningkatan 
pengelolaan karcis pada objek Wisata 
Pemandian Air Panas Bora.  
1. Perlu perhatian pemerintah terhadap 
sumberdaya manusia maupun sumber daya 
sarana dan prasarana objek wisata 
Pemandian Air Panas Bora dalam 
pengelolaan karcis.  
2. Perlunya perhatian untuk meningkatkan 
kesadaran dan pengetahuan  sumber daya 
masyarakat tentang pentingnya 
pengelolaan karcis yang baik di tempat 
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